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Abstract 

This research aims to analyze transparency in Central & Regional Government Financial Reports, which is 
in line with Law Number 14 of 2008 concerning openness of public information which emphasizes the 
public's right to obtain information. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. 
The data sources used in this research are previous journals, books and other supporting documents. 
Data collection techniques in this research were carried out through literature studies. Results - recent. 
The research results show that although transparency is supported by strong regulations, its 
implementation still faces obstacles such as limited access to information, suboptimal quality of 
disclosure, use of technical terms that are difficult to understand, and reporting delays. Apart from that, 
factors such as limited human resources, information systems that have not been integrated, and lack of 
commitment are also obstacles. Therefore, it is necessary to improve the quality of presentation of 
financial reports, ease access to information, and strengthen systems and supervision so that 
transparency can be realized effectively and increase public trust. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
& Daerah yang mana hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik yang menekankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal- jurnal terdahulu, buku, serta dokumen-dokumen 
pendukung lainya.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literature 
(literature study).hasil – belakangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi 
telah didukung oleh regulasi yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala seperti 
keterbatasan akses informasi, kualitas pengungkapan yang belum optimal, penggunaan istilah teknis 
yang sulit dipahami, serta keterlambatan pelaporan. Selain itu, faktor seperti keterbatasan sumber 
daya manusia, sistem informasi yang belum terintegrasi, dan kurangnya komitmen juga menjadi 
hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, kemudahan 
akses informasi, serta penguatan sistem dan pengawasan agar transparansi dapat terwujud secara 
efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 
Kata Kunci: Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah 
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PENDAHULUAN 
Transparansi merupakan hal penting yang selalu mendapat perhatian public dalam 

beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh penyerahan kewenangan, tanggung jawab, 
dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemrintah daerah untuk mengelola 
pendapatan serta belanja daerah secara mandiri dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintahan Daerah ( 
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UU HKPD). Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran 
anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibat hal tersebut pemerintah 
harus dapat meningkatkan Transaparansi dalam Laporan keuangan pemrintahan pusat dan 
aderah. Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan 
reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan 
semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka 
melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah merupakan sarana utama dalam 
menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas pemerintah 
dalam suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan, masyarakat dapat menilai sejauh 
mana pemerintah telah mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh 
karena itu, transparansi dalam penyajian laporan keuangan menjadi aspek penting untuk 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.Namun, dalam praktiknya, tingkat 
transparansi laporan keuangan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa 
permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan akses informasi, kurangnya 
kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta penyajian informasi 
yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
transparansi belum sepenuhnya optimal. 

Selain itu, transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya 
penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung 
pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait. Syahrida (2009) menegaskan: “Dari sekian 
banyak permasalahan yang ada pada pemerintahan daerah, salah satunya adalah akuntansi”. 
Salah satu permasalahan penting yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagai salah satu 
unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan 
pemerintah, serta untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan tersebut. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu 
instansi pemerintah dalam meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih 
transparan dan akuntabel. Fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masih 
kurangnya Transparansi pemerintah dalam Laporan keuangan. Hal ini menunjukkan 
lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis 
transparansi dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi 
berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi tersebut. Dengan demikian, 
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. 
 
Kajian Pustaka 
Pengertian Transparansi 

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada 
publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pengambilan 
keputusan. Dalam konteks sektor publik, transparansi berarti pemerintah memberikan akses 
yang luas kepada masyarakat terhadap informasi keuangan, sehingga masyarakat dapat 
mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran negara. Transparansi menjadi salah satu 
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unsur penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. 
 
Konsep Good Governance 

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transparansi 
menjadi salah satu pilar utama dalam good governance karena memungkinkan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan 
negara. Selain transparansi, prinsip lain dalam good governance meliputi akuntabilitas, 
partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 
pemerintahan. 
 
Laporan Keuangan Pemerintah 

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
pengelolaan keuangan negara dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menyajikan 
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. Secara umum, laporan 
keuangan pemerintah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas 
Laporan Keuangan.Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja 
pemerintah dalam mengelola keuangan publik, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. 
 
Indikator Transparansi 

Transparansi dalam laporan keuangan pemerintah dapat diukur melalui beberapa 
indikator, antara lain Aksesibilitas informasi, yaitu kemudahan masyarakat dalam 
memperoleh laporan keuangan.Kelengkapan informasi, yaitu penyajian seluruh komponen 
laporan keuangan secara utuh.Kejelasan dan keterbukaan informasi, yaitu penyajian 
informasi yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan.Ketepatan waktu pelaporan, yaitu 
penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.Pengungkapan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK), yaitu tingkat rincian informasi tambahan yang disajikan. 
 
Regulasi Pendukung Transparansi 

Transparansi dalam laporan keuangan pemerintah didukung oleh berbagai regulasi di 
Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi PublikUndang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
dari badan publik. Pemerintah diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan 
tidak menyesatkan, termasuk informasi terkait laporan keuangan.Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan 
ini mengatur kewajiban instansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan serta laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Regulasi 
ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan 
mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, 
buku referensi, serta dokumen resmi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan 
menganalisis fenomena secara mendalam, khususnya terkait transparansi dalam laporan 
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keuangan pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh 
pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta praktik transparansi dalam 
pengelolaan keuangan publik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan 
penelitian. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah yang membahas transparansi dan 
akuntabilitas keuangan publik, buku serta refrensi lainya. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
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Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah 

 



MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production 
E-ISSN: 3025-7786 P-ISSN: 3025-7794 

Vol. 4 No. 1 Maret 2026 
 

 
Anisa Dinda Pertiwi, dkk. – Universitas Negeri Medan 190 

 

 
 
Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber 

seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta regulasi terkait, diperoleh gambaran bahwa 
transparansi dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen 
penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Transparansi tidak hanya dipahami sebagai 
keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kualitas penyajian informasi yang dapat 
diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 
1. Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara normatif, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia telah memiliki landasan hukum 
yang kuat dalam mewujudkan transparansi, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik serta peraturan terkait pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara regulasi, transparansi telah menjadi kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh setiap entitas pemerintah. Namun, dalam implementasinya, tingkat 
transparansi masih bervariasi. Pada beberapa instansi pemerintah, laporan keuangan telah 
disajikan secara terbuka melalui media digital seperti website resmi. Akan tetapi, tidak 
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semua pemerintah daerah memiliki sistem informasi yang memadai, sehingga akses 
masyarakat terhadap laporan keuangan masih terbatas. 

2. Aksesibilitas Informasi Keuangan. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa akses terhadap 
laporan keuangan pemerintah masih belum sepenuhnya merata. Meskipun beberapa 
pemerintah daerah telah menyediakan laporan keuangan secara online, masih terdapat 
kendala seperti: Website yang sulit diakses atau tidak diperbarui secara berkala, Informasi 
yang tidak disajikan secara lengkap, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait 
ketersediaan informasi, Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya 
efektif, karena informasi yang seharusnya terbuka masih sulit dijangkau oleh publik. 

3. Kelengkapan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa dari sisi kelengkapan, laporan keuangan pemerintah pada umumnya 
telah mengikuti standar yang berlaku, seperti penyajian Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Namun 
demikian, kualitas pengungkapan dalam CaLK masih menjadi permasalahan utama. Banyak 
laporan keuangan yang belum memberikan penjelasan rinci terkait pos-pos tertentu, 
sehingga menyulitkan pengguna laporan dalam memahami kondisi keuangan secara 
menyeluruh.Selain itu, masih ditemukan penyajian informasi yang bersifat formalitas, 
tanpa disertai penjelasan yang mendalam. Hal ini menyebabkan transparansi menjadi 
kurang optimal, karena informasi yang disajikan belum sepenuhnya informatif. 

4. Kejelasan dan Keterpahaman Informasi. Dari aspek kejelasan, laporan keuangan 
pemerintah masih cenderung menggunakan istilah teknis akuntansi yang sulit dipahami 
oleh masyarakat umum. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan 
transparansi yang sesungguhnya.Transparansi yang efektif seharusnya tidak hanya 
berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut 
dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 
penyederhanaan bahasa serta penyajian informasi yang lebih komunikatif. 

5. Ketepatan Waktu Pelaporan. Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting 
dalam transparansi. Berdasarkan hasil kajian, masih terdapat keterlambatan dalam 
penyampaian laporan keuangan, terutama di tingkat pemerintah daerah.Keterlambatan ini 
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, 
kurangnya koordinasi antar unit kerja, serta sistem pelaporan yang belum optimal. 
Dampaknya, informasi yang disampaikan menjadi kurang relevan dan mengurangi 
kepercayaan publik. 

6. Faktor Penghambat Transparansi. Beberapa faktor utama yang menghambat transparansi 
laporan keuangan pemerintah antara lain,Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang 
kompeten di bidang akuntansi pemerintahanSistem informasi keuangan yang belum 
terintegrasi secara optimalKurangnya komitmen terhadap prinsip transparansiMinimnya 
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut 
menunjukkan bahwa permasalahan transparansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga 
berkaitan dengan aspek manajerial dan budaya organisasi. 

7. Keterkaitan Transparansi dengan Good Governance. Transparansi memiliki hubungan yang 
sangat erat dengan konsep good governance. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi 
yang baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta 
kepercayaan publik terhadap pemerintah.Sebaliknya, rendahnya transparansi dapat 
memicu terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta menurunkan 
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi prioritas utama 
dalam reformasi pengelolaan keuangan publik. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, transparansi laporan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan good 
governance. Secara regulasi, transparansi telah didukung oleh berbagai peraturan yang kuat, 
namun dalam praktiknya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala 
seperti keterbatasan akses informasi, kualitas penyajian laporan keuangan yang belum 
sepenuhnya informatif, penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat, serta 
keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya manusia, sistem 
informasi yang belum terintegrasi, serta kurangnya komitmen terhadap prinsip transparansi 
juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui 
peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, penyederhanaan informasi, serta 
penguatan sistem dan pengawasan agar transparansi dapat terwujud secara optimal dan 
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
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